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Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh wabah Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang 
dikategorikan sebagai bencana nasional, COVID-19 menyebabkan 
ketidaksetabilan baik dari dunia pendidikan, perekonomian dan produktivitas 
masyarakat. Sejalan dengan Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang 
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 
2019.  Salah satu yang mendapatkan insentif adalah Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) tapi kenyataan di  masyarakat masih ada pelaku UMKM 
yang melakukan pembayaran PPh Final, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 
(3) yang menjelaskan bahwa UMKM mendapatkan insentif pajak berupa PPh 
Final Ditanggung Pemerintah (DPT). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana efektifitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan bagaimana dampak 
hukum dari pengimplementasian PMK tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui efektifitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan dampak hukum 
dari pengimplementasian PMK tersebut. 
Penelitian ini berbentuk penelitian hukum empiris, dengan metode 
pendekatan sosiologis hukum (yuridis empiris). Sumber data yang digunakan 
mencakup sumber primer yaitu: hasil wawancara responden penelitian dan PMK 
Nomor 86/PMK.03/2020, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait dengan 
pembahasan penelitian, dan sumber tersier yaitu karya tulis ilmiah, jurnal, 
website, kamus. Tekhnik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif,  
dengan menarik kesimpulan secara induktif. 
Dalam  Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dengan studi kasus 
UMKM di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu belum 
terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa  hal yaitu: (1) kesulitan 
mendapatkan informasi, (2) gagap tekhnologi, (3) sosialisasi atau pendidikan 
mengenai perpajakan yang kurang maksimal, (4) kesadaran masyarakat (pelaku 
UMKM) yang masih rendah. Kemudian dampak hukum Peraturan Meneteri 
Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 berdampak kepada Pemerintah, 
WP yang mendapatkan insentif pajak PPh Final dan WP yang tidak mendapatkan 
insentif pajak PPh Final. 
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A. Latar Belakang 
Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang 
terutang oleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang sifatnya memaksa 
didasarkan oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.
1
 
Rochmat Soemitro mendefenisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang 
bersifat wajib kepada kas Negara dengan jasa timbal balik yang digunakan 
dalam pengeluaran umum. Pasal 23A menyebutkan bahwa Pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 
Undang-Undang
2
. Pungutan pajak harus memperhatikan asas convenience 
atau pembayaran pajak Wajib Pajak harus dalam keadaan yang menyenangkan 
serta memudahkan bagi wajib Pajak (Adam Smith)
3
. International Tax  
Glossary menyebutkan pemungutan pajak harus didasarkan pada ability to  
pay principle atau harus melihat kemampuan penduduk untuk membayar 
pajak
4
.Kepatuhan pajak (Tax Compliance) diartikan sebagai kemauan tanpa 
adanya paksaan baik dari Wajib Pajak perorangan dan etintas pajak lainnya 
dalam mematuhi ketentuan hukum dan administrasi pajak yang berlaku tanpa 
                                                             
1
 Direktorat Jendral Pajak, Fungsi Pajak, diakses dari https://www.pajak.go.id/id/fungsi-
pajak pada 17 September 2020 
2
 Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945 
3
 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 23 
4










. Direktorat Jendral Pajak menggolongkan 
kepatuhan dalam dua  hal yaitu: a) kepatuhan formal (penyampaian SPT 
Tahunan),dan b) kepatuhan materil (jumlah pajak yang harus dibayar oleh 
Wajib Pajak).  
Berkenaan dengan wabah COVID-19 yang merupakan bencana 
nasional setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. 
COVID-19 berdampak pada  perekonomian dalam negeri, dan sebagaimana 
kebijakan pemerintah mengenai lockdown dan Work From Home (WFH) 
mengakibatkan perubahan yang  signifikan kepada instansi pemerintahan 
ataupun swasta dan sebagian besar pusat perbelanjaan yang harus ditutup. 
Dikutip dari bisnis.tempo.co bahwasannya 47% UMKM mengalami 
kebangkrutan disebabkan COVID-19. Teten Masduki selaku Menteri Koperasi 
dan UMKM berpendapat bahwa COVID-19 mempengaruhi keberlangsungan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM). 
Dalam keadaan bencana Pemerintah mengeluarkan aturan yaitu, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak 
Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 perluasan 
dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif 
Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang 
Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Virus Corona. 
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 Andri Marfiana, Tren Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di KPP PratamaMerauke Atas 






UMKM adalah  suatu  usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
UMKM
6
. UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian 
Indonesia, bahkan dapat diibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian 
negara, karena jumlah UMKM yang besar daripada perusahan-perusahaan 
besar
7
, dilihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai tambah nasional, dan 
peningkatan ekspor nonmigas
8
. UMKM terbagi atas tujuh sektor bisnis  yaitu 
sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor 
perkebunan, sektor perternakan, sektor perikanan, dan sektor jasa
9
.  
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 
tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh 
final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto” dan pada ayat (3) bahwa “PPh 
final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung pemerintah”. Sehingga 
sangat jelas bahwa adanya pemberian insentif pajak oleh pemerintah kepada 
Wajib Pajak terdampak, dan di ayat (7) dijelaskan bahwa pemberian insentif 
pajak dilakukan dari bulan April- Desember 2020. 
                                                             
6
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah. 
7
 Koesrianti, Dhina Puspitawati, dan Tri Andjarwati, Pedoman Usaha Mikro Kecil 
Menengah “Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan: Surat Ijin Usaha Perdagangan/ SIUP dan 
Tanda Daftar Perusahaan/ TDP”, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), h. 1 
8
 Rachmawan Budiarto, dkk, Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan 
Pengalaman Praktis, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h. 6 
9
 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis 





Keterangan dari Bapak Hombing selaku  pelaku UMKM bahwasanya 
kabar mengenai insentif pajak sudah tersebar hanya saja sulit untuk 
menggurusannya jika melalui jaringan/ daring apalagi bagi pelaku UMKM 
yang sedang bermasalah mengenai pembayaran pajak. Dikutip dari 
katadata.co.id bahwasannya sekitar 2,3 juta UMKM masih melakukan 
pembayaran PPh Final meskipun adanya aturan Insentif Pajak oleh 
Pemerintah. 
Layaknya Peraturan Pemerintah yang masih memiliki kekurangan 
dalam pengimlementasian serta pelaksanaannya penulis tertarik untuk meneliti 
dalam bentuk karya tulis ilmiah tentang: Efektifitas Peraturana Menteri 
Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Indentif Pajak untuk Wajib Pajak 
Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayan Pajak Pratama 
Bangkinang. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tersusun 
sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini 
pada efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 
tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi Corona 
Virus Disease 2019 khususnya dalam UMKM serta faktor-faktor penghambat 
dalam pelaksanaannya, dan dampak hukum yang ditimbulkan dari 







C. Rumusan Masalah 
Bardasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 
menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang 
Terdampak Pandemi COVID-19? 
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang 
Terdampak Pandemi COVID-19 dalam bidang UMKM? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
86/PMK.03/2020 tentang  Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang 
Terdampak Pandemi COVID-19. 
b. Untuk mengetahui dampak yang dari pelaksanaan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 110/PMK/03/2020 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak 







2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang 
Terdampak Pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM di 
Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan 
Hulu. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Insentif Pajak 
untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 
khususnya dalam bidang UMKM. 
2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak 
pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020. 
3) sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 
(S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
c. Secara Akademis 
1) Bagi penulis penelitian ini menambah wawasan dengan cara 






2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu 
karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan 
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi 
COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang 
ditujukan untuk kepentingan tertentu. Secara ilmiah maksudnya kegiatan 
penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan 
sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-
cara yang masuk akal. Sedangkan empiris merupakan cara-cara yang dapat 
dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain mengetahui 
cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematis diartikan dalam 
menjalankan proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu dan 
memiliki sifat yang logis. 
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang 
dikenal dengan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian empiris 
adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang 
keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, 
dan masyarakat.
10
 Ilmu hukum empiris merupakan ilmu hukum yang 
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melihat hukum sebagai fakta sebagai gejala (tanda suatu peristiwa) yang 
dapat diamati dan bebas dinilai.
11
 
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum yaitu pendekatan 
yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
12
 Pendekatan 
sosioliogis hukum merupakan pendekatan yang melihat aspek-aspek 
hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam 
masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM di Desa Bangun 
Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dalam  
menjalankan  kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dengan maksud dan 
tujuan adalah untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan 
menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan 
pada akhir penelitian akan menuju pada penyelesaian masalah. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Jalan Jl. Cut Nyak Dien 
No. 4, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan studi kasus di Desa 
Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu  
seluruh pengusaha dan atau pedagang dibidang sandang, pangan, otomotif 
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yang ada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten 
Rokan Hulu dan Pegawai Kantor Pajak Pratama Bangkinang.  Sedangkan 
yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektifitas insentif pajak 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Insentif Pajak untuk 
Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 khususnya dalam 
bidang UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, 
Kabupaten Rokan Hulu. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 




Sampel adalah sebagian dari seluruh objek yang diteliti dan 
dianggap mewakili seluruh populasi.
14
 Tekhnik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode 
pengambilan data dari populasi yang menetapkan persyaratan oleh 
penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. 
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No Responden Populasi Sampel Presentase 
1. Pimpinan dan Staff 
KPP Pratama 
Bangkinang 
58 orang 1 orang 1,7% 
2. Pelaku Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah 
(UMKM) 
50 orang 25 orang 50% 
Jumlah 100% 
 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat di perolehnya data.
15
 Adapun yang 
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan 
PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi, peraturan perundang-undangan. 
 
 
                                                             
15





Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan 
penelitian terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang 
terkait dengan permasalahan antara lain: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan 
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan 
d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan 
Negara 
e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah 
f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 






g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran  Corona 
Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 
h)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang 
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak 
Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 
2019 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat 
dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah penjelasan mengenai bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diambil dari 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, website, 
majalah, surat kabar, dan sebagainya 
6. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengklasifikasi data primer, pengumpulan data dilakukan 
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Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara teratur 
mengenai fenomena- fenomena yang diselidiki.
17
 Dalam penelitian ini 
penulis membutuhkan data secara langsung ataupun tidak langsung 
melalui observasi kepada responden (Peaku UMKM), dan Pegawai 
KPP Pratama Bangkinang. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
proses tanya jawab sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara 
merupakan interaksi antara dua orang untuk mendapatkan informasi 
yang berhubungan dengan permasalahan tertentu yang digunakan 




Angket (kuisioner) merupakan alat yang digunakan untuk 
penelitian yang terdiri dari susunan pertanyaan secara tertulis. Angket 
digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari responden dan 
digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan. 
d. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui 
kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-
undangan  yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
19
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e. Analisis Data 
Analisis data merupakan rangkaian proses untuk memeriksa, 
membersihkan, mengubah dan mengategorikan data yang digunakan 
dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini 
menganalisa data dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa dan 
mengategorikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan 
penelitian deskriptif. Kemudian dalam penarikan kesimpulan yang 
mencakup hasil pembahasan dan analisa data, penulis menggunakan 
metode induktif. Metode induktif merupakan hal-hal yang sehubungan 
dengan permaslahan yang diteliti dari peraturan-peraturan yang 
sifatnya khusus kepada penulisan umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 
penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian, UMKM di Desa Bangun Jaya Kecamatan 
Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Kelembagaan 





BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan 
pembahasan dan penelitian ini yaitu tentang Efektifitas Insentif 
Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak COVID-19. 
BAB IV :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
  Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai efektifitas serta 
akibat hukum dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Desa 
Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan 
Hulu. 
BAB V :  PENUTUP 





GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 
 
A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 
a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang atau yang disebut 
dengan KPP Pratama Bangkinang merupakan salah satu unit kerja 
Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang berwenang dalam penanganan 
pajak yang mencakup wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten 
Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
69/PMK.DI/2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal 
Direktorat Jendral Pajak, yang beroprasi mulai tanggal 27 Mei 2008, 
setelah dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
95/PJ/2008 pada tanggal 19 Mei 2008.
20
 
KPP Pratama Bangkinang pada mulanya dikenal dengan KP 
PBB Pekanbaru yang terbentuk pada tahun 1961, kemudian diubah 
dengan nama Direktorat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) 
berdasarkan surat keputusan daerah Nomor 0141/M/VI/5/1966 dan 
diresmikan pada 31 Juni 1966, bersamaan dengan itu dibentuk pula 
KDL IPEDA (kantor Luar IPEDA) yang wilayah kerjanya mencakup 
Bangkinang. Kemudian KDL diubah menjadi Kantor Iuran 
Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan 
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Menteri Keuangan RI Nomor KEP 1945/MK/5/II/1976 bahwasanya 
KAPEDA diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru.
21
 
Pada 1 April  1999 Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru diubah 
menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saat 
ini dikenal dengan KPP Pratama Bangkinang yang kedudukannya 
berada dibawah pengawasan dari Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan 
Riau (Kepri). 
b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
Pada dasarnya Visi serta Misi KPP Pratama Bangkinang sama 




1) Visi  
Instansi yang dipercaya dalam Penyelenggaraan 
Administrasi Perpajakan yang Efektif, Efisien, Berintegritas serta 
Berkeadilan untuk mencapai Perekonomian Indonesia yang 
Produktif, Inklusif, Kompetitif dan Berkeadilan. 
2) Misi 
Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan 
Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara melalui sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan 
Efisien.  









2. Kelembagaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bangkinang  
Struktur KPP Pratama Bangkinang terdiri atas beberapa bagian 
sebagai berikut: 
1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
3) Seksi Pelayanan 
4) Seksi Penagihan 
5) Seksi Pemeriksaan 
6) Seksi Ekstensifikasi 
7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 









































SUBTANSI BAGIAN UMUM, 
KEPATUHAN  INTERNAL 





SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN 
PENYULUHAN 
SEKSI PENGAWASAN DAN 
KONSULTASI I 
SEKSI PENGAWASAN DAN 
KONSULTASI II 
 
SEKSI PENGAWASAN DAN 
KONSULTASI III 
 







b. Uraian Tugas Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Bangkinang  
Tugas struktur organisasi KPP Pratama Bangkinang berbeda-
beda antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang 




1) Kepala Kantor 
Pimpinan yang memiliki tugas mengatur keseluruhan di 
segala bidang, dan memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, 
masukan dan kebijaksanaan dalam mewujudkan kerjasama yang 
baik dan tercapainya tujuan kerja.
24
 
2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Bertugas dalam menjalankan urusan yang berkenaan dengan 
kegiatan tata usaha, kepegawaian (pengelolaan kinerja pegawai), 
keuangan serta rumah tangga agar tugas berjalan dengan lancar.
25
 
3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Bertugas dalam mengumpulkan, pengamatan potensi 
perpajakan, pengelolaan data, kemudian menyediakan informasi 
terkait Perpajakan, pengalokasian pajak, menyediakan layanan 
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dukungan dalam tekhnis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan 
e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, dan membuat laporan 
kinerja. 
4) Seksi Pelayanan 
Bertugas menetapkan serta menerbitkan produk hukum 
Perpajakan, pengadministrasian dokumen Perpajakan, pengelola 
dan penerima surat pemberitahuan dan lainnya, melakukan 
penyuluhan perpajakan, melaksanakan registrasi wajib pajak dan 
melakukan kerja sama dalam bidang Perpajakan.
26
 
5) Seksi Penagihan 
Bertugas dalam proses urusan penatausahaan piutang pajak 
dan atau urusan lainnya, baik dalam menerbitkan surat tagihan 
(STP) bunga penagihan pajak, surat teguran (ST), surat paksa (SP), 
surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat penyitaan.
27
 
6) Seksi Pemeriksaan 
Bertugas dalam penyusunan rencana pemeriksaan, 
pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat 




7) Seksi Ekstensifikasi 
Bertugas membantu kepala kantor dalam 
mengkoordinasikan potensi perpajakan baik dalam pelaksanaannya 











dan pemantauannya. Seksi Ekstensifikasi memproses dokumen 
penatausahaan, kemudian penelitian atas objek pajak baru yang 
akan didaftarkan, menerbitkan surat himbauan ber-NPWP, mencari 
bukti kepada pihak ketiga untuk pemuktahiran Bank data 
perpajakan dan potensi perpajakan, serta pelaksanaan penilaian 
individual terhadap objek pajak.
29
 
8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Tugas dari seksi pengawasan dan konsultasi I adalah 
melakukan proses penyelesaian permohonan oleh WP, melakukan 
bimbingan serta konsultasi mengenai teknis perpajakan kepda WP, 
dan juga pengusulan atas pengurangan PBB. Sedangkan seksi 
pengawasan dan konsultasi II, III, IV bertugas melakukan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh WP, melakukan 
penyusunandata diri WP, analisis kinerja WP, menyamakan data 
WP terhadap intensifikasi WP. Seksi pengawasan dan konsultasi I 
mengawasi WP di kawasan Kabupaten Kampar, sedangkan seksi 




9) Seksi Fungsional/ Pegawai Fungsional 
Pegawai fungsional bertanggung jawab kepada Kepala 
Kantor KPP Pratama Bangkinang. Yang terbagi atas Pejabat 
Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai PBB. 









Tugas Pejabat Fungsional Pemeriksaan adalah melakukan 
pemeriksaan yang bekerjasama dengan seksi pemeriksa, sedangkan 





B. Desa Bangun Jaya 
1. Gambaran Umum Desa Bangun Jaya 
Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kebupaten Rokan 
Hulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambusai 









Lintang Utara, yang luas wilayahnya mencapai 38,08 km
2
 dengan tinggi 
wilayah 67 m di atas permukaan air laut.
32
  
Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kebupaten Rokan 
Hulu memiliki batas-batas dengan wilayah lain sebagai berilut: 
a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara 
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Harapan 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Kumu 
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Jaya 
Desa Bangun Jaya Jarak dari Ibu kota Provinsi  225 KM yang ditempuh 
waktu  6 Jam, dari Ibu kota Kabupaten  48 KM dan berkedudukan di Ibukota 
Kecamatan. Yang terdiri dari 40 Rukun Tetangga (RT), 12 Rukun Warga (RW), 
dan 3 Dusun. Jumlah penduduk Desa Bangun Jaya adalah 7.790 jiwa dengan 




 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu Dalam 





jumlah laki-laki 4.031 jiwa dan perempuan 3.759 jiwa.
33
 Sosial dan kesejahteraan 
rakyat di Desa Bangun Jaya dapat dilihat dari pemaparan berikut: 




NO Jenis Pendidikan Negeri Swasta 
1. Taman Kanak-kanak - 4 
2. Sekolah Dasar 4 - 
3. Madrasah Ibtidaiyah - 1 
3. Sekolah Menengah Pertama 1 - 
4. Madrasah Tsanawiyah - 1 
5. Sekolah Menengah Atas 1 - 
6. Sekolah Menengah Kejuruan 1 - 
7. Madrasah Aliyah - 1 
 Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021 
b. Sarana Kesehatan 
Tabel.II.2 
Sarana Kesehatan 
NO Sarana Kesehatan Jumlah 
1. Rumah Sakit - 
2. Rumah Sakit Bersalin - 
3. Klinik 4 
4. Bidan 2 
5. Apotek 3 
 Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021 




NO Jenis Tempat Ibadah Jumlah 
1. Masjid 14 
2. Mushola 43 
3. Gereja Katolik 1 
4. Gereja Protestan 1 
  Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021  
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d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan 
Tabel II.4 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan 
NO Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase (%) 
1. Lulus Perkuliahan 283 orang 9,6% 
2. Lulus Sekolah Menengah 
Atas 
511 orang 12% 
3. Lilus Sekolah Menengah 
Pertama 
117 orang 4,2 % 
4. Lulus Sekolah Dasar 750 orang 16,8% 
5. Lulus Taman Kanak-kanak 424 orang 12,9% 
6. Tidak Menyelesaikan 
Pendidikan SD, SMP dan 
SMA 
1.958 orang 19,3% 
7. Tidak Mengenyam 
Pendidikan 
2.520 orang 25,2 % 
Jumlah 5.988 orang 100% 
  Sumber Data: Badan Statistik Desa Bangun Jaya 2021 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dilihat 
dari tingkat pendidikan mayoritas adalah penduduk yang tidak 
mengenyam pendidikan yaitu 2.520 orang dengan persentase 25,2(%). 
e.  Kondisi Perekonomian 
Perekonomian Desa Bangun Jaya sudah mencapai 92,8% 
sehingga sudah dapat dikatakan baik, sebagian besar penduduknya 
berprofesi sebagai petani dan berdagang, untuk lebih lanjutnya akan 









No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 
Persentase 
(%) 
1. TNI 5 orang 0,14% 
2. PNS 155 orang 4,3% 
3. POLRI 5 orang 0,14% 
4. Pedagang 261 orang 7,26% 
5. Petani 1. 686 orang 46,8% 
6. Buruh Tani 781 orang 21,7% 
7. Peternak 623 orang 17,3% 
8. Montir 50 orang 1,4% 
9. Tukang Kayu 15 orang 0,42% 
10 Penjahit 15 orang 0,42% 
Jumlah 3.596 orang 100% 
Sumber Data: Badan Statistik Desa Bangun Jaya 2021 
Dari data di atas dapat di lihat mayoritas mata pencaharian di 
Desa Bangun Jaya adalah petani yaitu 1.686 orang dengan persentase 
46,8(%), kemudian minoritas mata pencaharian di Desa Bangun Jaya 
adalah TNI yang berjumlah 5 orang dengan persentase 0,14(%) dan 
POLRI sebanyak 5 orang dengan persentase 0,14(%). 
f. Visi Dan Misi 
Dalam Proses Pemerintahan Desa Bangun Jaya memiliki visi 
serta misi yang jelas sebagai berikut: 
1) Visi 
a) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat 
serta seluruh lapisan pemuda dalam pembangunan desa, 
sebagai pilar mewujudkan desa yang mandiri dan berkemajuan. 
b) Mengaktifkan kantibmas sebagai wujud keperdulian sosial 
dalam rangka menciptakan kehidupan yang aman dan damai 





c) Memberdayakan seluruh masyarakat desa dan seluruh tokoh 
masyarakat desa dalam rangka menyelesaikan segala persoalan 
desa dan masyarakat,salah satunya dalam persoalan 
pengelolaan aset desa dan memperjelas tapak batas desa serta 
persoalan-persoalan lainnya. 
d) Meningkatkan kinerja satuan perangkat desa dalam rangka 
mengupayakan pelayanan penuh terhadap masyarakat. 
e) Mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu 
untuk mendapat hidup layak dan perlakuan yang sama dengan 
masyarakat lainnya. 
f) Meningkatkan segala bentuk pembelaan terhadap hak-hak 




Mewujudkan masyarakat mandiri pedesaan yang berdaya 
guna untuk menciptakan desa ynag mandiri dan berkemajuan. 
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2. Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Jaya 
Gambar II.2 












C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Sebelum membahas mengenai sejarah UMKM, lebih dulu kita 
mengetahui apa yang dimaksud dengan UMKM. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia usaha diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan 
tenaga, fikiran serta badan untuk mencapai maksud tertentu; pekerjaan 
untuk mencapai sesuatu (dengan bersungguh-sungguh mengerahkan 
seluruh upaya dan kerjakeras); kegiatan dibidang perdagangan
35
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KASI PELAYANAN KAUR KEUANGAN 
KAUR PERENCANAAN 





Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 dikatakan bahwa: 
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorang atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini. 
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 
memiliki kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. 
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari 
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini. 
Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah adalah suatu  usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha perorangan yang 






2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Sekitar tahun 1997 terjadi krisis ekonomi terjadi di Indonesia, dan 
menjadi awal berkembangnya UMKM. Pada masa itu banyak pelaku 
usaha yang melakukan PHK secara ekstrem untuk menjaga kestabilitasan 
usahanya. hal inilah yang memicu lahirnya usaha-usaha yang dibuat atau 
dicetuskan dari karyawan-karyawan yang di PHK.  
Usaha-usaha yang mereka rintis disebut dengan UMKM karena 
usaha-usaha tersebut tidak hanya berpatok pada satu jenis usaha melainkan 
usaha yang berbeda-beda. Kemudian dengan hadirnya UMKM mampu 
menunjang pertumbuhan ekonomi serta membuka lowongan pekejaan bagi 
mereka yang membutuhkan. 
Hari Nasional UMKM diperingati setiap tanggal 12 Agustus, yang 
merupakan hasil dari Kongres Yogyakarta pada bulan Mei 2016. Tanggal 
tersebut diambil dari tanggal lahirnya Bapak Koperasi “Bung Hatta” pada 
tanggal 12 Agustus 1902
36
. Sedangkan Hari Internasional UMKM 
diperingati setiap tanggal 27 Juni yang diperjuangkan oleh organisasi yang 
bernama ICBS (International Council for Small Bussines) yang 
merupakan organisasi dunia yang berdiri sejak tahun 1958 yang fokus 
pada UKM. Negara-Negara yang termasuk inisiator UMKM yaitu 
Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Argentina, Mesir dan 
Indonesia. Perwakilan Indonesia pada saat itu A.A.G.N Puspayoga yang 
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merupakan Menteri Koprasi dan UKM Indonesia pada tahun 2016 di 
Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
37
 
Perkembangan UMKM dari data yang di dapat dari Kementerian 
Koprasi dan UMKM  Indonesia totalnya mencapai 64.194.057 unit usaha, 
sedangkan Usaha Besar hanya 5.550 unit usaha. Pembagian UMKM akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
Table II.6 
UMKM Pada Tahun 2018 
 
NO JENIS UMKM PRESENTASE JUMLAH 
1. Usaha Mikro 98,68% 63.350.222 
2. Usaha Kecil 1,22% 783.132 
3. Usaha Menengah 0.09% 60.702 
4. Usaha Besar 0.01% 5.550 
JUMLAH 100% 64.199.606 
Sumber Data :Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia 
Dari data tahun 2018 mayoritas UMKM adalah Usaha Mikro 
dengan jumlah usaha sebanyak 63.350.222 dengan persentase 98,68(%). 
Sedangkan tahun 2019 presentase unit usaha UMKM dan Usaha 
Besar akan dijelaskan sebagai berikut: 
Table II.7 
UMKM Pada Tahun 2019 
 
NO JENIS UMKM PRESENTASE JUMLAH 
1. Usaha Mikro 98,68% 63.350.222 
2. Usaha Kecil 1,22% 783.132 
3. Usaha Menengah 0.09% 60.702 
4. Usaha Besar 0.01% 5.550 
JUMLAH 100% 64.199.606 
Sumber Data :Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia 
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Berdasarkan Data pada tahun 2019 jenis UMKM yang mayoritas 
masih pelaku Usaha Mikro dengan jumlah 63.350.222 dengan persentase 
98,68(%). 
Dari data 2018-2019 tidak ada penambahan ataupun pengurangan 
yang terjadi pada UMKM dan Usaha Besar. Sedangkan pada tahun 2020 
belum ada informasi mengenai pembaharuan  data UMKM. Dari informasi 
yang dilangsir dari Website  Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia/ umkm.depkot.go.id   mengenai data 
UMKM Provinsi Riau terdapat 167.736 unit UMKM, dan di  Kabupaten 
Rokan Hulu ada 1219 unit yang terdaftar. Kecamatan Tambusai Utara 
memiliki 204 unit UMKM yang mana pada  Desa Bangun  Jaya hanya ada 
50 unit UMKM atau  19,61% dari keseluruhan UMKM yang ada di 
Kecamatan Tambusai Utara. 
Pandemi COVID-19 menggrogoti ekonomi rakyat yang 
mengakibatkan rakyat mengalami kesulitan keuangan, karena stabilitas 
ekonomi dan produktifitas masyarakat yang terganggu baik dari pelaku 
usaha ataupun pekerja. Berdasarkan perintah Presiden mengenai mitigasi 
terhadap dampak pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah bersama Pemerintah berkerjasama dalam membuat 
program yang digunakan sebagai antisipasi dampak COVID-19 terhadap 
koperasi dan UMKM.  Program-program tersebut yaitu: 
a. Stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi; 





c. Program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro; 
d. Restrukturisasi khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM; 
e. Program masker untuk semua; 
f. Memasukkan sektor mikro kedalam klaster penerima kartu prakerja 
bagi pekerja harian; 
g. Bantuan Langsung Tunai (BLT); 
h. Relaksasi pajak; 
i. Pembelian produk UMKM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).38 
3. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Secara umum ada 3 (tiga) peranan UMKM dalam perekonomian 
Indonesia, pertama sebagai sarana memeratakan tingkat perekonomian 
rakyat kecil, kedua sebagai sarana mengentaskan kemiskinan dan ketiga 
sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Di lansir dari website 
kompas.com bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Bapenas bahwa 
UMKM memiliki peran yang besar yaitu: 1). Perluasan kesempatan kerja 
serta penyerapan tenaga kerja; 2). Pembentukan Produk Domestik Bruto 
(PDB); 3). Membentuk kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat yang 
memiliki ekonomi rendah. 
UMKM berkontribusi tidak hanya di dalam pembangunan tetapi 
juga terhadap perekonomian, karena UMKM tidak hanya berkembang di 
negara berkembang tetapi juga negara maju, memerlukan tenaga kerja 
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4. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
UMKM bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan 
usaha untuk membangun perekonomian nasional yang didasarkan atas 
demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat 
beberapa peranan UMKM dalam mencapai tujuannya antara lain: 
a. Pasal 5, UMKM berperan dalam pembangunan daerah, menciptakan 
lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan 
pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan. 
b. Pasal 7, UMKM berperan aktif dalam menumbuhkan iklim usaha. 
c. Pasal 16, UMKM berperan aktif dalam pengembangan usaha baik 
dalam proses produksi (pengolahan, pemasaran), sumber daya manusia, 
desain dan tekhnologi dalam pengembangan usaha yang difasilitasi 
oleh pemerintah/ pemerintah daerah. 
d. Pasal 23, UMKM berperan dalam pembiayaan serta penjaminan dalam 
menaikkan akses UMKM terhadap pinjaman dengan meningkatkan 
kemampuan studik elayakan usaha, pemahaman dan keterampilan 
teknis mengenai usaha dan mengenai prosedur pinjaman. 
UMKM dinilai penting  baik di negara berkembang ataupun di 
negara maju karena jumlah unit usahanya yang besar, merupakan padat 
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karya yang mengakibatkan besarnya kesempatan kerja serta mendaatkan 
pendapatan, adanya unit usaha yang beroprasi di daerah desa, dan 




D. Dasar Hukum Insentif  Pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
(UMKM) Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak 
Corona Virus Disease 2019 dikatakan bahwa insentif  pajak dibutuhkan dalam  
pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya insentif pajak diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 
tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Corona Virus 
Disease 2019. 
Pajak Penghasilan (PPh) adalah  pajak yang dikenakan oleh orang 
pribadi atau badan yang didasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima 
selama kurun waktu 1 tahun.
41
 Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki 
peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5 % 
dari jumlah peredaran bruto”
42
, yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah 
                                                             
40
 Imelda Halim, Skripsi: Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM 
dalam Masa PandemiCovid -19, (Sumatera Utara: USU, 2020), h. 30 
41
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
42





keseluruhan pendapatan yang diterima tanpa adanya pengurangan biaya lain 
yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
43
 Pada ayat (2) point (a) dan (b) 
dijelaskan bahwa penyetoran dilakukan langsung oleh WP yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dan dipotong atau dipungut oleh pihak yang telah 
ditunjuk. Selanjutnya pada ayat (3) dikatakan bahwa PPh final ditanggung  
oleh Pemerintah yang mana tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang 
dikenakan pajak, dan berlangsung dari bulan April sampai dengan Desember 
2020. Untuk mendapatkan insentif  pajak WP harus menyampaikan realisasi 
PPh final melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan 
berikutnya setelah masa pajak berakhir. 
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1. Pengertian Pajak 
Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia 
pajak berasal dari kata belasting (Belanda), burdening/taxation/rating 
(Inggris). Belasting diartikan sebagai perpajakan/pajak, fiskal, merupakan 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintahan.
44
 Bustamar Ayza mengutip istilah yang digunakan Safri 
Nurmantu mengenai pajak; tax; import contribution, taxe, droit; steuer, 
abgade, gebuhr; tributo; impuesto contributio; gravamen; tasa; dan 
belasting ada juga yang menggunakan istilah tariff. 
Menurut Purwadarminta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
bahwa Pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat 
sebagai sumbangan kepada negara baik pemerintahan pusat, provinsi, 
daerah dan lain sebagainya, yang terdiri dari beberapa pembagian, yaitu 
pajak mengenai tanah/bumi, jalan, kekayaan, peralihan, perseroan dan lain 
sebagainya. 
Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iyuran wajib 
(yang dapat dipaksakan) kepada negara tanpa adanya kompensasi 
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langsung serta digunakan untuk kepentingan umum
45




“Belasting zijn aan de overheid, (volgens normen) verschu-ligde, 
afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele 
geval, aanwijsbare tegen prestaties staan, zij strekken tot dekking van 
publieke uitgaven” 
“ pajak merupakan prestasi yang ditujukan kepada pemerintah yang 
terutang melalui norma-norma umum, yang dipaksakan, tanpa adanya 
kontraprestasi yang ditunjukkan kepada perseorangan.” 
 
P.J.A. Andriani pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat 
dipaksakan yang terutang yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan, 
tanpa adanya prestasi kembali, dan digunakan dalam pengeluaran-
pengeluaran umum yang berkenaan dengan tugas negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan.
47
 Selain itu Sommerfeld Ray M., 
Anderson Herschel M., dan Block Horace R., berpendapat bahwa pajak 
merupakan suatu pengaliran sumber dari sektor swasta kepada sektor 
pemerintahan, bukan akibat dari pelanggaran hukum tetapi memiliki 
kewajiban untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah 
ditetapkan, tidak ada imbalan yang diterima secara langsung, karena 
digunakan dalam menjalankan pemerintahan.
48
 
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A “Pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dengan undang-undang”, kemudian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Udang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan 
digunakan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 
terdiri atas unsur-unsur iyuran rakyat kepada negara, yang didasarkan oleh 
Undang-Undang, tidak adanya imbalan langsung kepada rakyat, dan 
digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. 
2. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki peran penting dalam pemerintahan, khususnya 




a. Fungsi budgeter (penerimaan) yaitu pajak yang didapat dari WP 
digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, dan di 
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak 
digolongkan dalam sumber penerimaan dalam negeri. 
b. Fungsi regulator  (mengatur) yaitu pajak berperan dalam kebijakan di 
bidang ekonomi dan sosial. 
c. Fungsi stabilitas yaitu  pajak mampu menjaga stabilitas harga 
sehingga dapat mengendalikan laju inflansi. 
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d. Fungsi redistribusi yaitu pajak nerfungsi menekankan pada keadilan 
dan kesamarataan di dalam masyarakat, maksudnya di dalam 
pembayaran pajak WP memiliki kewajiban yang berbeda-beda sesuai 
dengan jumlah penghasilan yang didapatkannya. 
Menurut Mardiasmo pajak berfungsi sebagai anggaran (budgetair) 
dan fungsi mengatur (regulerend).
50
  
3. Jenis Pajak 
Pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua yaitu pajak 
pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah keseluruhan pajak yang 
dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Departemen Keuangan, 
sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola di daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/ kota. Pajak-pajak yang dikelola oleh DJP terbagi atas:
51
 
a. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada 
orang pribadi atau badan karena penghasilan yang diperoleh dalam 
satu tahun pajak.  
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 
karena kosumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah 
Pabean. 
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan pajak yang 
dikenakan atas barang-barang yang masuk kedalam barang mewah, 
barang mewah yang dimaksud bukanlah barang yang tergolong dalam 
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kebutuhan pokok melainkan dikosumsi oleh orang-orang tertentu yang 
biasanya digunakan untuk menunjukkan status sosial. 
d. Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen-
dokumen yang menyangkut nominal uang atau jumlah dengan 
ketentuan tertentu. 
e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan 
kepada orang atau badan atas kepemilikan atau pemanfaatan atas 
tanah dan atau bangunan. 
Pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah baik Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut: 
a. Pajak Provinsi 
Pajak yang ditergolong dalam pajak provinsi adalah pajak 
kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak pokok. 
b. Pajak Kabupaten/ Kota 
pajak yang dikategorikan dalam pajak kabupaten kota adalah pajak 
hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan 
jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air 
tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB perdesaan dan kota, serta 
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). 
4. Asas- Asas Perpajakan di Indonesia 
Untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak, ada asas- asas 
yang dikemukakan oleh ahli dalam pemungutan pajak, yaitu: 
42 
 




1) Asas daya pikul yaitu pungutan pajak yang harus dibayarkan 
sesuai dengan kemampuan WP, atau sesuai dengan besar atau 
kecilnya penghasilan WP 
2) Asas manfaat yaitu hasil yang diperoleh dari pungutan pajak 
digunakan untuh hal-hal/ kegiatan- kegiatan yang berguna untuk 
orang banyak/ kepentingan umum 
3) Asas kesejahteraan  yaitu hasil yang diperoleh dari pugutan pajak 
digunakan untuk meningkatkan kwalitas kesejahteraan rakyat 
4) Asas kesamaan yaitu setiap WP  memiliki kedudukan yang sama, 
atau diperlakukan secara adil sesuai dengan situasi yang sama 
5) Asas beban yang sekecil- kecilnya yaitu dalam pungutan pajak 
harus mengutamakan WP agar dalam pungutan itu tidak 
memberatkan WP, sehingga pungutan yang harus dibayar WP 
lebih kecil dari nilai objek pajak. 




1) Asas equality atau yang sering dikenal dengan sebutan asas 
keseimbangan atau asas kesamaan, dimana setiap WP memiliki 
kedudukan yang sama sehingga tidak boleh adanya diskriminatif 
terhadap WP 
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2) Asas certainty yaitu adanya kepastian hukum sehingga apabila 
pungutan pajak tidak dibayarkan oleh WP maka ada sanksi yang 
diterima oleh WP 
3) Asas convenience of payment atu asas kesebangan atau asas 
pungutan pajak tepat waktu, maksudnya adalah pungutan pajak 
terhadap WP dilakukan disaat waktu yang benar atau tepat 
4) Asas efficiency atau yang dikenal dengan asas ekonomis, dalam 
pungutan pajak harus memperhitungkan biaya pungutan pajak 
sehingga tidak melebihi hasil pungutan pajak. 
c. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave di dalam bukunya 
Public Finance in Theory and Practice menjelaskan dua asas keadilan 
dalam pungutan pajak yaitu
54
 
1) Benefit principle yaitu keadilan di dalam sistem perpajakan dapat 
dicapai apabila WP membayar pungutan pajak sesuai dengan 
keuntungan yang dapat dinikmatinya (fasilitas yang bersifat 
umum) 
2) Ability principle yaitu pendekatan dalam sistem perpajakan ini 
dilakukan dengan melihat kemampuan WP dalam membayar 
pungutan pajak sesuai dengan keadaan WP. 
d. Adolf  Wagner membagi asas pemungutan pajak sebagai berikut:55 
1) Asas politik finansial yaitu pungutan pajak digunakan dalam 
kegiatan negara. 
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2) Asas ekonomi yaitu hal ini berkaitan dengan penentuan objek 
pajak agar tidak terjadi kekeliruan. 
3) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum. 
4) Asas administrasi yaitu hal ini berkaitan dengan kepastian 
perpajakan, eluwesan penagihan dan besarnya biaya pajak. 
5) Asas yuridis yaitu pungutan pajak didasarkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
e. Asas pengenaan pajak yang dipakai oleh negara dalam menentukan 
wewenangnya dalam menentukan pengenaan pajak, khususnya dalam 
pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:
56
 
1) Asas domisili/ asas kependudukan (domicile/ residence principle) 
yaitu negara mengenakan pajak kepada WP sesuai dengan 
penghasilan yang mana WP berkedudukan atau berdomisili di 
wilayah terebut. 
2) Asas sumber yaitu negara menetapkan pajak kepada WP 
berdasarkan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan yang 
berdomisili atau bertempat di wilayah tersebut. 
3) Asas kebangsaan/ asas nasionalitas/ asas kewarganegaraan 
(notionality/ citizenship principle) yaitu pungutan pajak dilandasi 
oleh status kewarganegaraan dari WP memperoleh penghasilan. 
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5. Teori Pemungutan Pajak 
Hak negara dalam melakukan pemungutan pajak didasarali oleh 
Teori- teori pemungutan pajak sebagai berikut:
57
 
a. Teori asuransi adalah pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi 
dalam perjanjian asuransi. Ada yang meolak teori ini karena 
mengganggap negara disamakan dengan perusahaan asuransi. 
b. Teori kepentingan adalah pemungutan pajak digunakan untuk 
kepentingan setiap warga negara baik jiwa dan harta. 
c. Teori daya pikul adalah pungutan pajak digunakan dalam penetapan 
pajak yang harus dibayarkan dengan meilihat unsur objektif (besar 
penghasilan seseorang), dan unsur objektif (kebutuhan materil yang 
harus dipenuhi oleh seseorang). 
d. Teori bakti adalah dalam pungutan pajak didasari oleh rasa bakti 
rakyat yang diberikan kepada negara. 
e. Teori asas daya beli adalah teori ini dilihat dari akibat pemungutan 
pajak. 
6. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
58
 
a. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system 1). 
Fiskus memegang wewenang dalam menentukan besarnya pajak 
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terutang; 2). WP bersifat pasif; 3). Fiskus mengeluarkan surat 
ketetapan pajak untuk mengetahui utang pajak. 
b. Self Assessment System memberikan WP kewenangan atas tanggung 
jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang sebagai WP. 
c. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
memberikan kewenangan kepada pihak ketiga dalam memungut 
besarnya pajak terutang oleh WP. 
7. Syarat Pemungutan Pajak 
Syarat-syarat dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
59
 
a. Pemungutan pajak harus adil 
b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang- undang 
c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
d. Pemungutan pajak harus efisien 
e. Sistem pemunggutan pajak harus sederhana. 
 
B. Insentif Pajak 
Insentif diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan motivasi dan 
menyebarkannya secara masal. Sedangkan secara tradisional insentif 
merupakan tindakan yang melebihi ekspektasi dari hasil yang diinginkan dan 
membentuk motivasi dari luar.
60
 Di dalam KBBI insentif diartikan sebagai 
tambahan penghasilan baik berupa barang, uang atau lainnya yang diberikan 
untuk meninggkatkan gairah kerja; dan uang perangsang. 
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Menurut Erly Suandy insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas 
perpajakan yang diberikan kepada investor dalam suatu wilayah tertentu untuk 
aktifitas tertentu, yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu.
61
 
Menurut Winardi bahwa insentif pajak merupakan prestasi yang diberikan 
sebagai perangsang. 
Insentif pajak yang diberikan pemerintah ada beberapa macam, tetapi 
menurut Suandy insentif pajak secara umum yaitu: 
1. Pengecualian atas pengenaan pajak; 
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak; 
3. Pengurangan tarif pajak; dan 
4. Penangguhan pajak. 
Dikaitkan dengan penelitian, pemberian insentif pajak bahwa UMKM 
dikecualikan atas pengenaan pajak sebagai upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam menstabilkan perekonomian akibat pandemi COVID-19  atau yang 
dikenal dengan Pemulihan Perekonomian Nasional (PEN). Hal ini tercantum 
di dalam PMK Nomor 86 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 
 
C. Teori Efektivitas Hukum 
Efektivitas berasal dari kata effective (bahasa Inggris) yang berarti 
berhasil atau sebuah pencapaian yang berhasil. Di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif dan diartikan dengan ada 
efeknya/ pengaruh/ kesan/ suatu akibat; manjur; dan sesuatu yang membawa 
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hasil. Kamus ilmiah juga mendefenisikan mengenai efektivitas sebagai 
ketetapan oleh pengguna, hasil guna ataupun menunjang tujuan. 
Menurut Beni efektivitas berkaitan dengan pencapaian output dan 
tujuan yang harus dicapai, kebijakan serta prosedur organisasi. Efektivitas 
berhubungan dengan keberhasilan, di dalam sektor public pencapai 
keberhasilan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan di masyarakat 
memenuhi sasaran yang telah ditentukan
62
 
Menurut Mardiasmo bahwa ukuran efektivitas itu mencakup gambaran 
mengenai dampak dan akibat dari output yang dikeluarkan dalam mencapai 
suatu tujuan, dan semakin besar kontribusi dari output yang dikeluarkan maka 
semakin efektif kerja suatu organisasi itu. Sehingga efektivitas tidak hanya 
istilah keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.
63
 
Sedangkan hukum merupakan alat rekayasa sosial dalam menertibkan 
masyarakat melalui peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dan dilihat dari 








1. Mudah atau sulitnya isi aturan untuk dipahami; 
2. Luasnya tidaknya masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut; 
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3. Efisiensi mobilitas hukum yang dicapai; 
4. Adanya tempat untuk menyelesaikan sengketa, dan efektifnya dalam 
menyelesaikan sengketa tersebut; 
5. Adanya pernyataan masyarakat bahwa efektifnya peraturan tersebut. 
Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam membahas efektivitas hukum 
maka juga membahas validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma-
norma yang mengikat di dalam peraturan, sehingga masyarakat harus berbuat 
dan bertingkah laku sesuai dengan hukum. Sehingga efektivitas hukum 
kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang ada.
66
 
Di dalam karya tulis ilmiah Sandra Fitriyana ia mengutip teori 
efektivitas hukum dari Clerence J. Dias, ia berpendapat bahwa: 
“an effective legal system may be describe as one in which there exixts a 
high degree of congrunce between legal rule and human conduct. This an 
effective legal system will be characterized by minimal disparity between 
the formal legal system and operative legal system is scured by: 
1. The intelligibility of it legal system 
2. High level public knowledge of the content of the legal rules 
3. Efficient and effective mobilization of legal rules: 
a. A commited administration 
b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 
4. Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the 
public and effective in their resolution of disputes 
5. A widely share perception by individuals of the effectiveness of the legal 
rules and institutions. 
“efektif atau tidaknya sistem hukum disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 
1. Mudah atau sulitnya pemahaman mengenai aturan-aturan 
2. Banyaknya masyarakat yang mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut 
3. efektif dan efisien mobilitas dari aturan-aturan tersebut 
a. komitmen administrasi 
b. masyarakat yang terlibat dan keikutsertaannya dalam proses 
mobilitas hukum 
4. Adanya tempat penyelesaian sengketa, yang mudah bagi masyarakat dan 
efektif dalam penyelesaian sengketa 
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5. Adanya pengakuan dari setiap orang mengenai efektif aturan-aturan 
tersebut” 
 
Menurut A. Allot efektifitas hukum adalah hukum yang menjadi efektif 
jika dengan adanya hukum tersebut serta penerapannya dapat mengakibatkan 
ketentraman dan menghilangkan kekacauan. Sedangkan Soerjono Soekanto 
berpendapat bahwa teori efektivitas hukum adalah kaidah yang menjadi acuan 
dalam menentukan sikap atau prilaku yang baik, dan dalam efektivitas hukum 
tidak hanya kepatuhan masyarakat tetapi juga penegak hukumnya. Efektivitas 
hukum dapat dilihat dari hasil akhir yang dicapai atau tujuan yang dicapai, 
apakah sesuai dengamn tujuan awal apakah tidak. Dan pada dasarnya untuk 
mencapai tujuan, suatu peraturan biasanya dibarengi dengan sanksi- sanksi 
baik sanksi negatif ataupun positif, karena digunakan untuk menimbulkan 
rangsangan kepatuhan atas hukum.
67
  
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat 
mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:
68
 
1. Faktor hukum sendiri 
Undang-undang dapat diartikan secara materil atau dengan kata lain 
sebagai peraturan yang berlaku secara umum yang dibuat oleh pejabat 
yang berwenang baik di pusat atau daerah. Soerjono Soekanto 
menjelaskan bahwa ada asas-asas yang dapat mempengaruhi efektifitas 
dari hukum, asas-asas tersebut yaitu: 
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a. Peraturan yang tidak berlaku surut artinya suatu aturan hanya berlaku 
bagi peristiwa yang terdapat di dalam undang-undang itu yang 
dinyatakan berlaku 
b. Lex specialist derogat legi generalis yaitu undang-undang yang 
sifatnya khusus lebih diutamakan dari undang-undang yang bersifat 
umum 
c. Lex superior derogatlegi inferiori yaitu undang-undang yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang 
lebih tinggi pula 
d. Lex posterior derogat legi priori yaitu peraaturan yang baru lebih 
diutamakan daripada peraturan yang lama 
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 
f. Undang-undang adalah sarana mencapai kesejahteraan spiritual serta 
materil secara umum ataupun pribadi. 
2. Faktor penegak hukum 
Yang termasuk ke dalam ruang lingkup penegak hukum adalah 
keseluruan pejabat ataupun instansi yang berperan langsung ataupun tidak 
langsung dalam bidang penegakan hukum. Dan menurut Soerjono 
Soekanto bahwa penegak hukum tidak hanya dalam pelaksanaan hukum 






3. Faktor sarana prasarana 
Sarana serta fasilitas juga berperan dalam efektifitas hukum karena 
dalam pelaksanaannya. Dan dalam pemikiran dalam mencukupi sarana 
dan fasilitas yang dibutuhkan antara lain yaitu:
69
 
a. Sarana atau fasilitas yang tidak ada – harus terealisasi/ diadakan 
b. Sarana atau fasilitas yang kurang baik atau rusak – harus diperbaiki 
c. Kekuarangan sarana atau fasilitas – ditambah 
d. Sarana atau faslitas yang macet – dilancarkan 
e. Sarana atau fasilitas yang mengalami kemerosotan – ditingkatkan. 
4. Faktor masyarakat 
Hukum berlaku dan berperan di dalam masyarakat, sehingga di 
dalam penegakan hukum ada peran masyarakat di dalamnya serta hukum 
ditujukan untuk mencapai tujuan negara salah satunya adalah 
kesejahteraan rakyat. 
5. Faktor kebudayaan 
Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dan di 
dalam faktor kebudayaan terdapat nilai spiritual serta non materil. 
Sehingga dalam sistem hukum harus mencangkup nilai kebudayaan selain 
nilai struktur serta substansi di dalamnya. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan dan 
pemberlakuan hukum dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan 
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dari pemberlakuan hukum tersebut serta mencapai ketentraman di dalam 
masyarakat. 
 
D. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Menurut KBBI kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti menurut 
terhadap perintah, atau patuh dan taat terhadap suatu peraturan atau perintah 
dan disiplin. Kepatuhan dapat diistilahkan dengan bersifat patuh; ketaatan; 
tunduk pada suatu aturan.  
Menurut H.C. Kelman compliance merupakan kepatuhan atas usaha 
yang dilakukan untuk menghindari sanksi atau hukuman, dan atau kepatuhan 
yang didasari oleh keinginan mendapatkan balasan atau imbalan.
70
 Sedangkan 
menurut Tyler terdapat 2 prespektif kepatuhan terhadap hukum yaitu 
instrumental (individu dan kepentingan pribadi serta tanggapan atas perubahan 
prilaku) dan normatif (berhubungan dengan moral serta dengan sifat yang 
berlawanan terhadap kepentingan pribadi).
71
 Prespektif normatif pada 
moralitas personal maka ia menganggap hukum adalah suatu yang harus 
dipatuhi, sedangkan pada legitimasi maka kepatuhan terhadap hukum 
disebabkan otoritas pembentuk hukum. 
Kelman membedakan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum dalam 
3 bagian yaitu: 
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1. Ketaatan compliance yaitu ketaatan yang muncul karena ketakutan atas 
sanksi yang dibuat atas suatu peraturan 
2. Ketaatan identivication yaitu ketaatan yang muncul karena rasa takut 
apabila hubungan yang dijalin dengan orang lain menjadi rusak 
3. Ketaatan internalisation yaitu ketaatan yang muncul karena aturan tersebut 
sesuai dengan nilai intrinsik orang tersebut. 
Peraturan dapat berjalan efektif apabila seseorang memiliki nilai 
ketaatan internalisation, karena dianggap peraturan tersebut sudah berjalan 
sebagaimana mestinya dan memiliki fungsi pengontrolan yang kuat. 
Kepatuhan berkaitan erat dengan teori atribusi. Untuk pertama kalinya 
teori atribusi dikenalkan oleh Heider, kemudian dijabarkan oleh Robbins dan 
Judge bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai 
pengamatan individu dalam perilakunya. Apakah perilaku yang ditimbulkan 
oleh individu tersebut disebabkan secara internal (perilaku yang timbul 
disebabkan kendali pribadi sesorang tersebut) dan secara eksternal (perilaku 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah penulis 
lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Efektivitas Peraturan Menteri Keungan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang 
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 belum terlaksana dengan baik, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 5 ayat (1) bahwasannya WP yang memiliki peredaran bruto 
sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari keseluruhan peredaran bruto, 
kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa PPh Final ditanggung oleh 
Pemerintah. Beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaan PMK 
Nomor 86/PMK.03/2020 yaitu: mengenai penginformasian yang kurang 
baik, gagap tekhnologi, pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang kurang 
memadai, dan kurangnya kesadaran WP. 
2. Dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang 
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam bidang UMKM di 
Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu 





a. Dampak bagi pemerintah 
b. Dampak bagi WP (pelaku UMKM) yang mendapatkan insentif pajak 
PPh Final 
c. Dampak bagi WP ( pelaku UMKM) yang tidak mendapat insentif 
pajak PPh Final. 
 
B. Saran 
Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak 
Pandemi COVID-19 dalam bidang UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan 
Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu diharapkan diharapkan mampu 
menemukan metode yang lebih efektif dan efisien agar peraturan yang ada 
berjalan sebagaimana mestinya.  
1. KPP Pratama Bangkinang bersama KP2KP Pasir Pengaraian diharapkan 
lebih aktif dalam  mensosialisasikan mengenai perpajakan tidak hanya 
melalui media online tetapi juga secara empiris atau langsung agar dalam 
pelaksanaan program perpajakan dapat berjalan dengan baik. 
2. Perlunya tanggung jawab KP2KP Pasir Pangaraian  merupakan 
perpanjangan tangan dari KPP Pratama Bangkinang untuk menyampaikan 
kembali berkenaan dengan insentif pajak kepada masyarakat (pelaku 
UMKM) dalam menjalankan peraturan dan atau Undang-Undang, 
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